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ABSTRAK

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen
perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, yang
disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka panjang
(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses penyusunan RKPD Perubahan
Kota Sukabumi dilakukan karena terjadi pandemi covid-19, yang menjadikan
dilakukan refocusing anggaran dan penyesuaian pendapatan serta anggaran
belanja yang berpengaruh terhadap capaian sasaran pembangunan tahun
2021. Perubahan RKPD tahun 2021 merupakan upaya untuk menyesuaikan
belanja dengan pendapatan yang ada, dengan mempertimbangkan seluruh
jenis pendapatan yang diterima baik berupa pendapatan asli daerah maupun
berupa pendapatan daerah. Proses pensinergian ini berupa sebuah RKPD
Perubahan yang nantinya akan menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk
menyempurnakan Rencana Kerja sebagai dasar bagi penyusunan Kebijakan
Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD
Perubahan (KUPA-PPAS).

Kata kunci—
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ABSTRACT

The Local Government Work Plan Document is a planning document that is
integrated with other planning documents, which are prepared in a time-
framed manner including the Long-Term Development Plan (RPJP), the
Medium-Term Development Plan (RPJM) and the Regional Government
Work Plan (RKPD). The process of preparing the RKPD for the Change of
Sukabumi City was carried out due to the covid-19 pandemic, which resulted
in budget refocusing and adjustment of income and expenditure budgets that
affected the achievement of development targets in 2021. The change in the
RKPD in 2021 was an effort to adjust spending with existing income, taking
into account all types of income received, both in the form of local revenue
and in the form of regional income. This synergistic process is in the form of
an RKPD Amendment which will later become a reference for regional
apparatus to refine the Work Plan as the basis for the preparation of General
Policies for Amendments to the Regional Budget and Priority Ceiling for the
Temporary Budget Ceiling of the Revised APBD (KUPA-PPASP).
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1. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah unsur penting yang menjadi satu kesatuan
dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan nasional. Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah
menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang dituju sehingga tidak menimbulkan
permasalahan yang muncul karena tidak terjadi transparansi. Adanya proses perencanaan pembangunan
ini yaitu agar rencana pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan tersistematis.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan perangkat daerah yang
memiliki tugas dan fungsi yakni bertanggung jawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana,
pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah dalam
bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan
yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, yang disusun secara berjangka meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Otonomi memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur
daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah,
dimana sebelumnya pembangunan yang dirasakan masyarakat masih bersifat sentralistik. Karenanya,
keberhasilan pelaksanaan otonomi tidak terlepas dari kemampuan keuangan yang dimiliki suatu
pemerintah daerah (Afandi, 2016).

Dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2021 memuat tentang rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan peran masyarakat
dalam pelaksanaanya demi kesejahteraan rakyat.

Proses penyusunan RKPD Perubahan tahun 2021 Kota Sukabumi dilakukan karena terjadi
pandemi covid-19, yang sejatinya dilakukan karena estimasi pendapatan tidak tercapai dan sebagai upaya
untuk pemenuhan belanja wajib, menjadikan dilakukan refocusing anggaran dan penyesuaian pendapatan
serta anggaran belanja yang berpengaruh terhadap capaian sasaran pembangunan tahun 2021. Perubahan
RKPD tahun 2021 merupakan upaya untuk menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang ada, dengan
mempertimbangkan seluruh jenis pendapatan yang diterima baik berupa pendapatan asli daerah maupun
berupa pendapatan daerah. Proses pensinergian ini berupa sebuah RKPD Perubahan yang nantinya
akan menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rencana Kerja sebagai dasar bagi
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD
Perubahan (KUPA-PPAS).

Perubahan RKPD fokus bertujuan untuk proses pemenuhan belanja wajib dan mengikat, prioritas
pembangunan, program unggulan serta yang paling utama yaitu dalam rangka pencegahan dan
penanggulangan pandemi covid-19 terutama dalam hal mendukung pelaksanaan vaksinasi, pemenuhan
insentif tenaga kesehatan, penyediaan jaringan pengaman sosial dan pemulihan keadaan ekonomi
masyarakat pasca pandemi covid-19. Kendala yang terjadi dalam proses perubahan RKPD diantaranya :
a. Permasalahan pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Hal ini menjadikan munculnya perubahan

anggaran atau budgeting.

b. Selain pandemi, salah satu penyebab RKPD murni dirubah menjadi RKPD Perubahan adalah sebagai
upaya untuk menyesuaikan dan menyelaraskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat
daerah di Kota Sukabumi dengan RKPD Perubahan.

c. Penyebab selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di dalam agenda
RKPD.
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2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Data dalam penelitian ini diperolen melalui kegiatan observasi, studi dokumen dan wawancara.
Kegiatan observasi yang dilakukan adalah observasi partisipatif, dikarenakan penulis turut serta
dalam kegiatan revisi dan input perubahan angka anggaran-anggaran dalam Plafon Anggaran
Sementara APBD Perubahan (KUPA-PPAS).

2.2 Sumber Data

Dalam proses penelitian, sumber data yang diperoleh oleh peneliti yakni bersumber dari data
primer dan data sekunder. Data primer penulis dapatkan dari hasil wawancara dan observasi
langsung di lapangan pada proses magang selama 40 hari kerja, di BAPPEDA Kota Sukabumi. Proses
mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara dari bidang Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi pembangunan daerah, yakni kepala subbidang Perencanaan dan Pendanaan, Bapak Asep
Supriadi, AM.KG.,SKM. M.Tr.AP.

Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari proses analisis dokumen, seperti dokumen
RKPD, RPJMD serta dokumen atau peraturan-peraturan lain yang terkait dengan penyusunan RKPD
Perubahan tahun 2021 di Kota Sukabumi.

Gambar 1.1 keglatan mput perubahan anggaran SKPD di Kota Sukabumi & Wawancara

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam proses perubahan RKPD terjadi beberapa kendala yang menjadi penghambat proses
perubahan. Banyak faktor yang berperan di dalamnya yang menjadi kendala keberlangsungan input dan
refocusing anggaran yang ada.
Kendala yang terjadi dalam proses perubahan RKPD diantaranya :
a. Permasalahan pandemi covid-19 yang masih berlangsung. Hal ini menjadikan munculnya
perubahan anggaran atau budgeting.
Fokus dalam perubahan RKPD Tahun 2021 ini adalah untuk pemenuhan belanja wajib dan
mengikat, prioritas pembangunan, program unggulan serta yang palingutama adalah dalam rangka
pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 terutama dalam hal mendukung pelaksanaan
vaksinasi, pemenuhan insentif tenagakesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan pemulihan
ekonomi yangmetode pemenuhannya dianggarkan melalui skema Bantuan Tidak Terduga (BTT).
Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melalui 3 faktor, yakni Kesehatan; Sosial; serta
Pendidikan.
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b. Selain pandemi, salah satu penyebab RKPD murni dirubah menjadi RKPD Perubahan adalah
sebagai upaya untuk menyesuaikan dan menyelaraskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
perangkat daerah di Kota Sukabumi dengan RKPD Perubahan.

c. Upaya untuk menyesuaikan dan menyelaraskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat
daerah di Kota Sukabumi dengan RKPD Perubahan. Bentuk penyesuaian dan penyelarasan ini
dalam bentuk Pagu anggaran antara Perangkat Daerah yang ada di Kota Sukabumi dengan
dokumen RKPD Perubahan, sehingga nantinya akan saling bersinergi satu sama dengan yang

lainnya.
Tabel &.1
Pagu Anggaran Perangkat Daerah pada Perubahan REPD Tahun 2021
FERUEAHAN BERTAMBAH ¥
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1 2 3 + =] & [53 7
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Parlindungan Analk
H ﬁm‘x Pangan, 15,591,408 675 14,862 42 552 15,236 055 024 (3653341, 854) | (1934
10 | Dinss Lingkungsn Hidup 35,%65,757.303 23,753,383.427 29,097.105,229 6,858 634,074 19104
1 ;'L" Eependuduian dan Peseatatan 5.967.839.047 5.914.907,712 6.748.595,310 219,243,737 | (3.15)
12 | Din=s Perhubungan 25,144 TH7 440 20,661,331, 729 20,078 026,420 i5.0656,751,0200 | (2015
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Bentuk penyesuaian terlihat dari bertambah atau berkurangnya Pagu Anggaran dari APBD Murni
2021 hingga Perubahan RKPD. Berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada masing-
masing perangkat daerah diatas, selanjutnya akan dirinci berdasarkan keterkaitan atau program
yang mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta program unggulan kepala
daerah yang telah dijanjikan dan tertuang pada dokumen perubahan RPJMD Kota Sukabumi
Tahun 2018 — 2023.

d. Penyebab selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di dalam
agenda RKPD.
Penentuan skala prioritas untuk menentukan prioritas dari program yang ada di dalam agenda
RKPD. Bencana pandemi covid-19, berdampak sangat luas terhadap berbagai aspek perekonomian
dan kesehatan sehingga berimplikasi negatif pada kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif ini
terlihat dari turunya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi, yang berdampak bagi dunia usaha
yaitu menurunya aktivitas perdagangan sektor UMKM, penurunan produktivitas sektor industri ini
mengakibatkan munculnya gelombang PHK yang cukup besar dan terhambatnya proyek-proyek
infrastruktur yang mengakibatkan perlambatan angka investasi. Dalam sektor kesehatan pandemi
covid-19 berperan dalam meningkatkan angka kesakitan dan kematian yang pada ujungnya akan
mengakibatkan meningkatnya kondisi kerentanan sosial masyarakat.
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Prioritas Pembangunan dan Misi dalam Pencapaian Visi
Perubahan RPJMD

VIS 2018-2023 :
Tenvrujudnya Kefa Sukabumi yang Religius,

Myaman dan Sejahtera
MISI
Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4
Mennguadicas Mevwujudican Mewujudken ekanomi Mewujudkan tata
masyarskatyeng tatavnans dan dasrsh vang msju Lelala
berekhlak mulia, infrastrulcur ‘bertumpu pads sektor pemerintahan yang
sehat, cerdas, vang berlouglitas perdagangan, baik (good
kreatif, dan dan berwanwasan elonomi koreatif, dan govermance] dan
berbudaya serta lingloungan pariwizata melahud inowatif
memilikd prinsip kemitrasn
kesetiskawenan dengen dunia uzahs,
sosialyangtingsi duniapendidilean dan
berbasiz ketahenan daerah seldtar
kzluarga
PRIORITAS PEMEANGUNAN
Penanganan Peningkatan Peningkata Peningkata  Pengemba  Peningkaten kuelita
dan pemulihan sumber daya n ndukungan ngan pelayanan publik,
dampak manusia pemenuhan infrastrukiu ekonomi tarla kelola
pandemic (SDM) yang pelayanan runtuk yang pemerintzhzn dan
COVID-19 berkualitas  dasaruntuk  pembangu  berkelanjut 'mﬁm'fqﬂ
dan kesejahtera Mar an hgmi e
berakhlak an = srree
mulia masyarakat

Mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka prioritas pembangunan yang
ada dalam RKPD Perubahan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi
reformasi birokrasi yang inovatif berbasisteknologi informasi;
Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat;
Peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan;
Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan;
Penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19

ook w

4. KESIMPULAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 di Kota Sukabumi, terjadi karena
kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam agenda RKPD Murni,
sehingga dibuatlah perubahan RKPD yang dimaksudkan untukmenyesuaikan anggaran yang ada dengan
Renja dan Renstra Perangkat Daerah di Kota Sukabumi. Beberapa kendala yang menjadi pokok
permasalahan dari disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan yaitu karena
perubahan anggaran yang terjadi karena kondisi pandemi yang masih berlangsung, menjadikan beberapa
target yang ada di dalam RKPD murni tidak terlaksana karena bukan merupakan program unggulan atau
prioritas, sehingga akan dihilangkan atau dimasukan ke dalam RKPD tahun selanjutnya. Selanjutnya
mengenai penyesuaian Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah di Kota Sukabumi
dengan RKPD Perubahan. Hal ini untuk menyelaraskan Pagu anggaran Perangkat Daerah yangada di
Kota Sukabumi dengan dokumen RKPD Perubahan. Pokok permasalahan selanjutnya Menetapkan
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prioritas program dengan menyesuaikan dengan keadaan yang ada, dimana pandemi covid-19 masih

berlangsung. Dalam mengatasi kendala diatas maka BAPPEDA Kota Sukabumi melakukan

penyelesaian diantaranya sebagai berikut :

a. Perubahan RKPD merupakan sebuah upaya yang paling utama dalam proses perubahan RKPD ini
adalah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 terutama dalam hal
mendukung pelaksanaan vaksinasi, pemenuhan insentif tenaga kesehatan, penyediaan jaring
pengaman sosial dan pemulihan ekonomi yang metode pemenuhannya dianggarkan melalui skema
Bantuan Tidak Terduga (BTT). Ada 3 sektor utama yang menjadi fokus penanggulangan yang
dilakukan pemerintah. Diantaranya seperti kesehatan, Sosial dan Ekonomi.

b. Dalam upaya menyesuaikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah di Kota
Sukabumi dengan RKPD Perubahan. bentuk penyesuaian ini berupa perubahan-perubahan pagu
anggaran yang telah ditetapkan pada masing- masing perangkat daerah, dan selanjutnya akan dirinci
berdasarkan keterkaitan atau program yang mendukung prioritas pembangunan yang telah
ditetapkan serta program unggulan kepala daerah yang telah dijanjikan dan tertuang pada dokumen
perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 — 2023.

c. Penentuan skala prioritas untuk menentukan prioritas dari program yang ada di dalam agenda
RKPD. Prioritas unggulan ini Mengacu pada Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023,
maka prioritas pembangunan yangada dalam RKPD Perubahan adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia;

2) Peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi
birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi;

3) Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat;

4) Peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan;

5) Pengembangan ekonomi yang berkelanjutan;

6) Penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19

5. SARAN
Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang penulis dapat berikan adalah sebagai berikut :

a. Perlunya perubahan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh subbidang perencanaan dan
pendanaan, hal ini nantinya akan membantu SKPD untuk memudahkan proses perubahan. Perlunya
melakukan penyaringan mengenai skala pentingya sebuah program atau kegiatan yang ada di RKPD
Perubahan, dengan begitu maka akan menghasilkan program unggulan prioritas.

b. Membuat video tutorial, hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang
terjadi di antara SKPD yang ada di Kota Sukabumi. Video tutorial ini akan dilengkapi dengan
tatacara berbentuk visualisasi dan audio, yang di dalamnya membahas dengan jelas dan rinci
mengenai tata cara perubahan anggaran dalam RKPD Perubahan.
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